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TENTANG

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT

DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATIGIANYA&

bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan Bantuan

Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, agar tercipta

tertib admrniskasi, akuntabilitas dan h'ansparan perlu
menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan

Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Mengingat:1.
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5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraat-r

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenhrkan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5202);

PeraLuran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55939);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Perahrran Pemerintah Nomor

22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/lasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembahan Kedua Atas
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1.3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2012 Tentang Peraluran Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20L1 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN
SEBELUMNYA

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar

3. Bupati adalah Bupati Giarryar.

4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang
dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
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Menetapkan :



dan selektiJ yang bertujuan untuk melindungi dali kemungkinan

terjadinya resiko sosial.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya disingkat

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

yang mempulryai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

daerah.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/bagian

keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaniutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

pengguna anggaran/barang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang dibahas dan disetujui bersama olel-r pemerintah

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daelah.

10. Resiko Sosial adalah kejadian atau Peristiwa yang dapat

menimbulkan potensi teljadinya kerentanan sosial yang

ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis

politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak

dapat hidup dalam kondisi wajar.

11. Pemerintah Daerah dapat memberikan banhran sosial kepada

anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan

daerah.

12. Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belania urusan

wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

13. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dapat

drberikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang

mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis

sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat

memenuhi kebutuhan hidup minimum.



BAB II

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 2

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan

atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan

atas DPA-SKPD.

Pasal 3

(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

dialokasikan untuk kebuhrhan akibat resiko sosial yang tidak

dapat diperkirakan pada saat Penyusunan APBD yang apabila

ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang

lebih besar bagi individu dan/atau keluarga, masyarakat dan

pemerrntah.

(2) Kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan

pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa, yang mendesak

dan tidak tertamPung dalam benhrk Program dan kegiatan

(3) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi individu,

pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Prosedur pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya :

a. Kepala SKPD terkait membuat kajian kepada Bupati;

b. Bupati membuat persehriuan atas ketentuan akibat resiko

sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;

c. Bupati mencatumkan daftar nama penerima, alamat penerima

dan besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya;

d. Kepala SKPD mengajukan Rencana KebuFuhan Belanja (RKB)

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

kepada PPKD selaku BUD;

e. PPKD selaku BUD mencairkan dana bantuan sosial yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya, setelah Kepala SKPD

menyampaikan RKB;



f. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan

mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara

pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi

penanggulangan resiko sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya;

g. Mekanisme Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU

adalah mekanisme permintaan tambahan uang persediaan

guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersiJat mendesak

dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan

uang persediaan.

Pasal 5

Persyaratan pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya paling sedikit memuaf

a. Kajian dari Kepala SKPD terkaiU

b. Persetujuan dari Bupati;

c. Permohonanpencairan;

d. Rencana Anggaran Belanja;

e. Kwitansi bermaterai 6000;

f. Surat pernyataan kesanggrrpan rnenyerahkan laporan
pertanggungjawaban bermaterai 6000;

g. Pakta integritas bermaterai 6000;

h. Foto copy kartu tanda penduduk; dan

i. Rekening Bank.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Penggunaan dana banbuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh

Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi

nya.

(3) Bendahara pengeluaran SKPD terkait secara otomatis meniadi

bendahara pengeluaran bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya.



(4) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsinya, bertanggung;awab

secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana bantuan

sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang
dikelolanya.

(5) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan sosial yang

tidak dapat direncanakan sebelumnya, disampaikan oleh kepala

SKPD yang melaksanakan fungsinya kepada PPKD dengan

melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap

sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasalT

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan dr Gianyar

Pada tanggal 26 April2016

BUPATI GIANYAR,

l.( 
e e coE AGUNG BHARATA fi/

Diundangkan di Gianyar

Pada tanggal 26 Aprll201,6

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

__fr\N\tw'

IDA BACUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 27


